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PALU, MERCUSUAR- Ba-
"dan’ Pemeriksa 'Keuangan
(BPK) RI menyatakan laporan
keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Poso tahun
anggaran (TA) 2010 adalah
wajar dengan pengecualian
(WDP), dengan jumlah temuan
senilai Rp22,015 miliar (M).

Kepala BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulteng, Dadang Gu-
nawan, mengatakan, penilaian
wajar dengan pengecualian di-
dasarkan pada besaran peceen-
tase temuan, yakni 1,29 per-
sen dari cakupan pemeriksaan
senilai Rp1,71 T, meliputi ne-
raca sebesar Rp693,32 M yang
terdiri atas aset senilai
Rp692,22 M dan kewajiban se-
nilai Rp1,10 M.

Pertimbangan BPK membe-
ri penilian WDP karena adanya
pengecualian atas akun-akun
dalam LKPD Poso, antara lain:

Telah dilakukan pencairan
panjar kas kepada 37 SKPD
sebesar Rp38,06 M dan masih
terdapat panjar kas pada dua
SKPD yang belum dikembali-
kan sampai dengan akhir pe-

meriksaan sebesar R

33ju-
ta; 'sehingga penyajian kas di
Kas Daerah tidak dapat diya-
kini kewajarannya.

BPK juga memeriksa te-
muan di Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah
(Diskop UMKM) tidak menye-
lenggarakan laporan monitor-
ing pengembalian dana bergu-
lir dari kelompok koperasi pe-
nerima dana bergulir TA 2003-
2008 sebesar Rp1,43 M, se-
hingga penyajian piutang da-
lam neraca per 31 Desember
2010 tidak dapat diyakini ke-
wajarannya.

Selanjutnya, nilai perse-

“diaan yang disajikan dalam ne-

raca per 31 Desember 2010 se-
besar Rp1,7 M belum menca-
kup seluruh informasi perse-
diaan yang ada di masing-ma-
sing SKPD. Dari 76 SKPD
yang mengelola persediaan
pada TA 2010, 51 SKPD tidak
melaksanakan stock opname
dan melaporkan persediaan.
Selain itu, minimal 10 SKPD
tidak melaksanakan penata-
usahaan persediaan dengan

memadai, sehingga penyajian
persediaan dalam neraca per
31 Desember 2010 tidak dapat
diyakini kewajarannya.
“Terdapat pemberian hibah
kepada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) sebesar
Rpl,24 M tidak melalui meka-
nisme penyertaan modal. Se-
hingga penyajian nilai belanja
hibah tidak dapat diyakini ke-
wajarannya,” kata Dadang
Gunawan dalam pidato pe-
ngantar laporan hasil pemerik-

saan (LHP), Jum’at (28/5), di
aula BPK Perwakilan Provinsi
Sulteng.

Selain itu, nilai aset; tetap per
31 Desember 2010 tidak berda-
sarkan laporan barang milik
daerah (LBMD), mash terma-
suk aset yang hilang dan rusak
sébesar Rp2,76 M bukan milik
pemerintah daerah sebesar
Rp6,61 M dan aset yang dihi- ~
bahkan ke masyarakat dan be-
lum dihapuskan sebesar Rp2,2
M. iy

KEPALA BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng, Dadang Gunawan,
menyerahkan LHP atas LKPD Donggala pada Bupati Habir Ponulele, Jum'at
(27/5), di aula kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng. FoTo: ABIDINMS










